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Undang-undang Nomor 89 Tahun 1958 tentang
Pembenfukan - Daerah-daerah Tingkat 11 dalam

wilayah Da¢rah-daerah Tingkat I Bali, WNusa
Tenggara Barat - dan Nusa  Tenggara Timur
(Lombarln Nonara Republik Indonesia Tlhun 1958
Nomor . 122 Tambahtn Lomhnran Noglra R.publik

.Indenolia Nenor 1655)

undanseundans Nomor 12 Drt. Tahun 1957'tuﬁtnng

“Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Ropublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1288) ; -

| Undaﬁgﬁundnhh' ﬁomor 8 Tahun 1967 tentang
- Ketentusn—ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehstan Haewan (Lembaran Negara  Republik

~Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, = Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2821) ; ' C

Undang—~undang Nomor 4 Tahun 1882 tentang
Ketentuan—ketentuan Pokok Pengeliolaan
Lingkurigan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, . Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3218} 3 . _

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985  tentang
Periknanan (Lembaran Negara Republik Indonessia
Tahun 1985 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran

Negara Ropuhlik Indonesia Nomor 3299) H

UndanQ*undang Nomor 12 Tahun 1992‘ toqtang
Sistim Budidaya Tanaman (Lembararn Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46

Tambahan Lembaran Negara Republik Indo&csia
Nomor 3478) ; -

Undang~undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Ropublik ~Indofiesia
Nomor 3482) ; -

Porgturln_Pdnarintah Republik Indonesia Nemor
5 Tahun 1875 tentang Pengurusen, Pertanggung-
jawaban dan Pengawasan  Keuangan  Dderah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tﬁhun 1975
Nomor 5);

11- P'rlthﬂ- s eaq
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11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
44 Tehun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
'(Lambarln ngara Republik Indonesia fahun 1995
Nomor BB , . Tambahan Lembaran Nogara R-publik

: Indonoaia Nomor 3618);

12, xoputucan Presiden ﬂepubTik xndonosin Nomor 72
Tahun 1875 t'ntang Pembinaan, Pongawasan dan
Ptmasarln dsn S8eartifikasi Bonih :

13. Poraturan .upntori Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994 tentlﬁg Pelaksanaan Anggaran Pnndapatan
den’ Botmfm bnrah :

14, Koputuann Htﬂttri DaIam Nogori Nomor 84 Tahun
1993 tpﬂtlna Bentuk Peraturan Ga.rah dan
Poraturnn Dtoruh Porubahan : '

15, Poraturgn' ﬁaorah Propins1 aaorah Tinskat 1
Nusa Tchooana Timir Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Wejib - Tanam Tanaman Perkebunan (Lembaran
Dnorah Propinai Daerah Tingkat I Nusa Tonegara
Timur 1ahun 1984 Nomor 4 Seri c Nomor 4)

16..Poraturan Dncrnh Propinsi Daerah Tinskst ¥
- Nusa Ttneoara Timur Nomor 2 Tahun 1984 tentang

. Rencan& Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat’ I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

' Tahun 1994 Nomor 23 Seri C Nomor 4). |

Memperhatikan : 1, Surat Tim Usul Prakarsa Dewan Perwakilan

- : Rakyat - Daerah Propinsi Daerah Tingkat ‘1 Nusa:

fTenggtra Timur Nomor 01/TUP/DPRD/1996, tanggal

31 Januari 1998 perihal  Usul  Prakarsa
Rancangan Psraturan Daerah Propinai qurah

_'Tinekat I Nusa Tenggara Timur.. tentang
P-nyo1unygaraan Kebun Benih dan  Kebun
Porconthhun milik Pemerintaha Daerah Tingkat 1
Nusa Toﬂgenrn Timur.

2. Ktputusnn Dewan Perwakilan Rakyst Daerah
"Propxnsi Dasrah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
. Nomor 1/DPRO/1995 tanecn? 26 Pebruyari 1990
tentang Pontrimaan 2 . (dua) buah Rancangan
Pcraturan Caerah Usul Praknrsn manjadi 2 (dua)
buah Runcangan Peraturan Daetrah Prakafsa Dewan
Perwakilan ' Rakyat Daerah Propinsi Daerah

' Tingkut I Nusa Tonggara Timur. )

Dengan......



Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

MEMUTUSKAN :

“Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  NUSA
: TENGGARA TIMUR TENTANG PENGUSAHAAN BENIH/BIBIT DAN
HASIL LAINNYA OLEH DINAS-DINAS DAERANH. -

BAB I
KETENIUAN UMUM
| Paggl 1 |
 Da1am Peraturan Daerah iﬁﬁ, yﬁ;o dimaksud dengan :
a. Daerah adallh Propinoi Daorah Tingkat 1 Nusa Tonggnra Timur :

b. Gubornur K.na?a Daerah nda1ah Gubernur Kepala Daorah‘Tingkat I
Nusa Tenggara Timur ; S ,

¢. Dinas-dinas Dasrah adalah Pinas Pertanian Tanaman Paﬁenn,
Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Potornakan
Propinsi Daerah Tinekath Nusa Tenggara Timur; e

‘d. Benih/bibit adalah anukln :tau bagtannya yang sudah disolokai
dan dipesrsiapkan untuk dikombangbiukln selanjutnya;

‘@, Hasil lainnya -ndnluh 5hasi] seleksi yang tidek  dapat
“dipergunakan untuk bonfh/bibﬁt. B ;
BAB 11

ugxsuo‘;nau TUJUAN

Pasa) 2
- "Maksud  pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya adalah

E untuk memperoleh dan: m'monuhi kebutuhan benih/bibit yanu bormutu
dan monbordaylgunak;n hlail 1|1nnya secara optimal.

Pasal 8...:....
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P&sai 3
_;. iTujuun dari ponauschpan,bihih/hkbit dan hasil latnnya adalah :

n.'moninskatkan pandlpatnn maayarakat 3

fbghmlnporoloh dan momonuhi kebutuhan benih/bibit yang b.rmutu di
Cdalem: Daorah- : :

Néﬁfﬁongurnnai kotordantdhgnn terhadap sumber benih/bibit dari
' tuar; S ,

,‘d;;mon1ngkntkan panorfnunn Dasrah;

@ ._;'_o.,.mninokatkan mutu bonih/bibit yang dapat memberikan contoh
- ""porbonihan f pombibitan.

P . BAB I

- PENGUSAHAAN BENIH / BIBIT DAN PEMBIAYAAN

Paali 4

7 (1) Ponou:shaan benih / bibit dan hasil Tninnya dilaksanaken oleh

. Dinas~dinas Daerah. :

- (2) Biaya pengusahaan bﬁnihfﬁibif ‘sebagaimana dimakfﬁd datam
ayat (1) pasal ini dib.bankan  pade Anggaran Pendapatan dan
Boianja Daersh. -

y Paaa1 .5
: Benih / bibit yane dihaai1kan oleh Dinas—dina. Daorah dan yang
/  diedarkan kopada maaynrakat harus telah diuji molaiui

laboratorium serta d1hari Tabal dan atau curnt kotorungan oloh
instansi yang borwonang. '

BAB IVI"..‘IQO



BAB IV

PENGGANTIAN, BIAYA

Pasal 6

{1) Benih / bibit dan hasil lainnya yang dihasilkan oleh Dinas-
3 dinas Daerah dapat dijual kopada matyarnkat atau pcngusaﬁa.

f{z} Nasyarakat atnu pengusaha aebagaimaﬂn dimaksud du!am ayat €1)
' pasal ini wa;ib momhayar penggant ian biaya.

(3) Beearnye penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalnm ayat {2)
' pasal ini adalah sobaﬁni berikut ;

Dintc_

. ‘l 1'

‘l 2l
a. 3,
a.l"l

a.12.

Portanian Tanpman Pangan’ :

benih
benih

benih

benih
benih
benih
benih
benih
benih
bibit

padi {berlabel biru)
jagung unggul
jagung hybrida

jagung manis (sweet corn)Rp.

jagung bungs (pop corn)

jagung sayur (baby corn):

kacang tanah tanpa kulit
kacang hijau

kacang kedsle

mangga okulasi jenis

unggul dalam negeri

bibit

mangga okulasi jenis

“unggul luar negeri

bibit

_unggul

a.13.~bibit

a, 14,
a.15.
a.16,
a.17.
a.i18.
a.19.

a.20.

‘bibit

bibit

bibit

bibit
bibit
bibit

jeruk oku1asi jenis

nangka aaa] biji

nangkn_oku!asi
advokad

durian okulasi
rambutan okulasi
sukun stek tunas akar
pisang jonis unggul

perbanyakan blasa

bibit

hasil.

pisanswjani;,unasul
perbanyakan dengan kul-

tur jaringan :

'~ sepanjang 5 cm
= -setinggi 10 cm

~-. setinggi 30 om
- 'setinggi 80 cm

1.000,{

- perkg.

Rp. .

Rp. 800, - perkg.

Rp. 3.000,~ perkg.
10.000,~ perkg.

Ap. 2.000,~ perkg.

Rp. z.ooo,ﬁ'pnrks.

fRp. 2.000,~ perkg.

Rp. 1.500, 1 perkg.

Rp. 1.500,~ perkg.

Rp. 1.750,- . peranaken.
Rp. 2.500,~ persnakan.
"Rp. 750, peranakan.,
Rp. 500,~ peranakan.
Rp. .000,~ peranakan.
Rp. ' 500,~ peranakan.
Rp. 3.000,- peranakan.
Rp. 2.500,- peranakan.
Rp. 1.500,~ peranakan.
Rp. 500,~ peranakan.
Rp. 100,~ peranakan.
Rp. 250,~- peranakan,
Rp. 150, f peranakan.

Rp. '

peranakan.

b- DiMS s ma



b. Dinas Perkebunan :
b. 1. benth kakac dalam polibag
b. 2. benih Kemiri dalam polibag
" b. 3. benth kopt arabika unggul
b. 4. benih lada dalsm polibag
b. 5. benith jambu mete asal biji
dalem polibag
b. 6. benih kelapa tanpa polibag
b. 7. benih jambu mete sambungan
dalam polibag
b. 8. benth kelapa hibrida dalam
polibag
b. 9. benih kakao
b.10. benih kemiri
b.11. benih kopi arabika unggu!l
b.12. benih jambu mate
b.13. benih kelapa dalam
b.14. benih kelapa hibrida
c. Dinas Peternakan : -

1. Sapi Bali, Kerbau lokal

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

',Rp.

Rp.

. Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

. Rp.

Ap.

- 400,~/ batdng.
450,~-/ batang.
400,-/ batang.
800,-/ batang.

700;’)
750,/

batang.
‘batang.
1.500,~/ batang.
4.000,~/
40,~/
3.000,-/
100.000,-/
4-000:'/
500}‘!
1.650,-/

batang.
biji
kg.
kg.
Kg. °
biji
biji

- umur < 1,5 tahun
-~ umur > 1,5 tahun

Sapi Non Lokal dan Ongola

- umur < 1,5 tahun
- umur > 1,5 tahun

3. Kambing dan Domba Lokal

- umur <
-~ umar > 68 bulan

8 bulan

4. Kambing dan Domba Non tLokal
- umur < |
- umur > & bulan

¢ bulan

5. Bab} Lokal
- umur <
- umur >

6 bulan
6 bulan

6. Babi Non Lokal
- umur < |
~ umyr > & bulan

6 bulan

7. Aysm Buras
- umur <
- dewasa/dara

1 minéﬁu

Rp.350.000,~/ekor

Rp.400.000, ~/ekor
Rp.400.000,~/ekor
Ap.600.000,~/ekor

26.000,~/ekor
40.000,~/ekor

Rp.
Rp.

40.000,~/ekor .
00.000,5/okor

Rp.
Rp.

25.000,~-/ekor
76.000,~/ekor

Rp-
Rp.

Rp. 75.000,-/ekor
Rp.150.000,~/ekor

Rp. 1.000,-/ekor
Rp. ‘5,000,?/okor

8. Aytﬁ ﬂ._{‘-.l;"-ll



8. Ayam Ras, 1tik dan burung - : _
-anak (ayam 1t1k) umur < 1 minggu Rp. 1.750,+/ekor

~burung, umur > 1 bulan Rp. 3.000,+/ekor
~dara (ayam, ftik) Ap. 15. Ooo,v/okor
8. Mani cair o 'f] Rp. 8. 000.*/60813
10. Telur tetas : : E S
- ayam, itik ' " Rp. 400,~/butir
- burung - ’ Rp. 200,=/butir
11. Pakan Ternak : . : ' - ,
- rumput unggul - Rp.  10,-/stek,pols
~ leguminossa unggul = Rp. 1000,-. 8 / d
: ' Ap.10.000,-/kg/btii

'dc

1. lkan Mas dan 1kan Tawas

- Jeguminosa ung@u? f" Rp. 250, ~/koker
Dinas Perikanan :

= ukuran 1-3 cm Rp.  50,-/ekor

3-5 cm ;f ‘ Rp. 75,-/ekor

- calon itnduk jantan- Rp. 750,~/kg berat badun hidup
- ¢alon 1nduk bo¢1na Rp 10.000,-/kg berat bndnn hidup -

2. 1ken Nile

- ukyran - 1-3 om ) | : Rp. 20,-/ekor

3-5 om - Rp. 30 -/bkor
5-8 om : RD. 80,-/ekor

- Induk "Rp. 1.500,~/kg berat buﬂan hédup

(4} Ponaonntian Biayn untuk hnsi? lainnya.

Hasil lainnya yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian
Tanaman Pangan ada1ah : - '

1. Padi g “Rp. 500,~/kg.
2. Jagung Rp. 300,-/kg.
8. Kacang~-kacang Rp. 300,-/kg.
Hgsi1'lainnya ynng,dihasilkan oleh Dinas Perkebunan adalah:
1. Kelapa Rp. 100,~/kg. :
2. Jambu mente R “Rp. 500,-/kg.

3. Kopi | | "Rp.  750,-/kg.

c. H‘s"“l‘-.l--
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C. Hasil 1a1nnya'yang*ﬁiha§ilkan oleh Dinas Peternaﬂan a&&lah:

1. sapi, karbau, kamting. domba Rp.

2.500,-/kg berat badan

2. babi g Rp. 2.000,-/kg berat ‘badan
3. ayam, itik : K Rp.  2.500,-/kg berat ‘badan
4. kuda A Rp. . 1.000,-/kg berat badan

. Hasil 1ainnya_yang%ﬂihaaiikan oleh Dinas Perikanin adalah :

1. Induk lkan Mas "Rp. 5.000,-/kg berat badan

Induk Ikan Nitla - Rp. 2.500,-/kg beret badan

3. Induk Ikan Tawes : Rp.  5.000,-/kg berat badan
-Pa§a1 7

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan ;gtau
pembebasan penggantian- biayu untuk kegiatan : : :

'a. penyuluhan;

b. panelittian;

c.

(1)

(2)

(3)

(4)

petani tidak mampu.lf

BAB V
TATA CAR@{PEMUQGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 8
Semua penerimaan biaya sebagaimana dimaksud pads pasal 6
Peraturan Daerah ini disetorkan seturuhnya ke Kis Daerah.

Tatacara ponorimihn dan penyetoran ditetapkan déngan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah. : ;

Kepada ' Instansi "pamungut diberikan upah pungut sobesar
5% ( lima prosen ) dari realiasasi penerimaan.?

Has1il panerimaan"sobagaimana' dimaksud dalam ‘ayat' {1)
pasal ini diarahkan untuk mengembangkan den meningkatkan
pengusahaan benih/bibit sebagaimana dimeaksud Qalam
pasal 4 Peraturan Daerah ini. : R

BAB - VI [} -_. lllll



BAB VI
_PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9 - g

Pembinaan dan #onﬁauasan:%torhadgp pelaksanaan Peraturan
- Dasrah ini dilakukan oleh Guﬁoﬁnur Kepala Daerah. - ° '

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
Dgnggn berlakunya Peraturan Daerah int maka semua ketentuan

yang monyangkut pengusahaan benih/bibit yang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyataken tidak berlaku lagi.

BAB VIII

(3

KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 11
Ha]-hai-:yqnq_b01um diatur dalam Peraturan qurah' ihi,',nkan

ditetapkan tebih lanjut oleh Gubernur ‘Kepala Daerah
~ disepanjang mengenai pelaksanaannya. =

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

. Peraturan Da&rah ini mulai ber!aku padﬁ tanggal diuﬁdangkhn.

Agar.......
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Keputusan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KELIMA
' dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabilla
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannvya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal : /¥ Rbérod ta9s

Jd GUBERNUR ¥EPALA DAERAH TINGKAT. I
NUS2 TENGGARA TIMUR,

T

HERMAN MUSAKXABE



KKEMPAT . Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini
' akan ditetapkan 1lébih lanjut sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanqgal ditetapkan
E dengan ketentuan akan dAaitinjau kembali apabila
dikemudian :hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapann?a. : _

Ditetapkan di Kupang N
Pada tanggal 1y BRbnmga 1%

JJ GUBERNUR KEPALA DAERAH nmmr I
: 'NUSA TENGGARA TIMUR,.

HERMAN MUSAKABE



CoL Acir sotiap orang monaetahuinya msmorintuhkan pangund&ngan
P " Peraturan Daerah int dangan penempatannya dn!am Lambaran

Daerah. , A

Ditotppkln di : K u@b a ﬁ g

(UOEWAN PERWAKILAN RAKYAT meam A/ GUBERNUR KEPALA DAERAH
// PROPINSI DAERAH TINGKAT I TINGKAT I NUSA TENGGARA sz

— ' ' ~ Disahkan:oleh Menteri Dalam Negert
' - dengan Keputusan
‘Nomor ..;.. Tahun .....
Tanggal vissesasrsans

Diundanghan dn1am Lembaran Daesrah
. Propinsi - Daoreh Tingkat 1 Nuaa
. Tenggara- Yimur

Nomor .......Tahun coe

Beri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Ir._SABINUS KANTUS
Pembina Utama Madya
Nip. 620005096 -

{DISAHKAN

SURATMAN




I.

PENJELASAN

-A f AS
PERATUBAN DAERAY

PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
; NOMOR : B TAHUN 1996

TENTANG

PENGUSAHAAN BENIN / BIBIT DAN HASIL LAINNYA
OLEH -DINAS — DINAS DAERAH

PENJELASAN UMUM. g

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka pemikiran
jangka panjang dan prospektif dimana Dinas - dinas Daerah,
sebagai perangkat Pemerintah Daerah periu ditingkatkan fungsi
dan perannya dalam ma1aksan&kan tugas psmdbinaan, bimbingan dan
penyuluhan, dan untuk menjamin ketersediaan dan terpenuhinya
kebutuhan benih /bibit yang bermutu didalam mempercepat Jaju
pembangunan di bidang perkebunan, di bidang pertanian tanaman
pangan dan hortikultura, di bidang Perikanan dan di B8idang
Petarnakan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggars& Timur,

Polaksanaan Pembangunan di bidang perkebunan, di bidang
pertanian tanaman pangan dan hortikultura, di bidang Perikanan
dan di Bidang Peternakan merupakan penjabaran - dan

- operasionalisasi dari 7 {(tujuh ) Program Strategis Nusa

Tenggara Timur, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan

‘kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan,

pembangunan ekonomi daerah yang berbasis agroindustri. dan
agribisnis sarta juga mendukung pembangunan di bidang
kepariwisataan (agrowisata).

Pengalaman ﬁonunjukan' bahwa masih dirasakan adanya
kesulitan dalam pemenuhan aneka jenis benih / bibit untuk

.proyek«proyck pemerintah, usaha swasta maupun mesyarakat, baik

manyangkut jumiah maupun mutu serta ketepatqn waktu
pengadaannya. Ditain pihak, mengandalkan sumber benih /
bibit . dari luar Daerah Nusa Tenggara Timur mengandung bahaya
akan turut masuknya jazad pengganggu ke Daerah int yang perlu
diwaspadai dan diatasi secara bersencana dan konsisten.

Sejalan dengan {tu maka pengusahaan benih / bibit oleh
Dinas - dinas ©Daerah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak
dan realistis. Selain berfungsi sebagai sarana pembinaan,
bimbingan dan penyuluhan, pengusahaan ' benih/bibit juga
merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah.

Berhubung.......



